GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR YY TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGGARA TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
DAN PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara

Mengingat

Timur Nomor 28 Tahun 2017, telah ditetapkan Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

bahwa terdapat substansi yang perlu disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649); &



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR
28 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
DAN PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2017 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

1. Di antara angka 6 dan angka 7 pada Pasal 1, disisipkan 1 (satu) angka yakni
angka 6a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. gf



Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu  Gubernur dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas sekretariat Daerah, sekretariat
DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan.

6a. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa

10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

Tenggara Timur.

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang
selanjutnya disingkat SOP AP adalah serangkaian instruksi tertulis
yang dibakukan mengenai  berbagai  proses penyelenggaraan
administrasi pemerintahan berupa aktivitas organisasi, bagaimana dan
kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan yang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Administrasi Pemerintahan adalah Pengelolaan proses pelaksanaan

tugas dan fungsi Pemerintahan yang dijalankan oleh perangkat daerah.

Pelayanan Internal adalah pelayanan yang diberikan oleh sebuah unit
organisasi atau orang yang bekerja pada unit organisasi tersebut ke

unit-unit atau pegawai lain di dalam sebuah organisasi.

Pelayanan Eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditujukan kepada
masyarakat atau kepada Instansi Pemerintah lainnya, sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

Format SOP AP adalah bentuk penuangan SOP AP berupa tulisan dan

diagram alir.

Verifikasi SOP AP adalah proses memeriksa kebenaran dan kesesuaian
SOP.

Uraian Prosedur adalah langkah-langkah yang sistematis dalam

melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu.

Diagram alir adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur
atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau

bentuk-bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi.

Unsur Dokumentasi adalah unsur dari Dokumen SOP AP yang berisi

hal-hal yang terkait dengan proses pendokumentasian SOP AP sebagai
sebuah dokumen.

Unsur Prosedur adalah bagian inti dari dokumen SOP AP. 'y



1%

18.

19.

20.

Hasil Akhir adalah produk/output dari suatu pekerjaan yang
dilaksanakan berupa barang dan jasa.

Penyempurnaan SOP AP adalah serangkaian kegiatan dalam rangka
meningkatkan kualitas SOP AP yaitu melengkapi, membuat,

menambah /mengurangi, menyusun, dan mengevaluasi SOP AP.

Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP AP dalam
pekerjaannya.

Tingkatan unit kerja adalah unit kerja yang lebih rendah sebagai
pendukung unit kerja diatasnya.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Rancangan SOP yang telah dilakukan verifikasi dan uji coba, disahkan

menjadi SOP-AP oleh pimpinan Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur.

3. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

Pasal 26
Dalam rangka menjamin mutu pelayanan yang pelaksanaannya sesuai
SOP-AP, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau setiap
saat sesuai dengan kebutuhan,
Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan

tembusan kepada Biro Organisasi. 4/‘



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal |Y4 AGUSTVS 2020

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMURI

\/VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH

A PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,),
/

f’BEN US POLO MAING
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR



